MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVII/2019
Tentang
Konstitusionalitas Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris
Dalam Permintaan Persetujuan Pemeriksaan Notaris

Pemohon : Guntoro

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UU Jabatan Notaris) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, Pasal 79 UU
Jabatan Notaris dan Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman
dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Amar Putusan : 1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076) serta berkenaan
dengan Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5491) tidak dapat diterima.

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 20 Mei 2019.
Ikhtisar Putusan

Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang beranggapan
menderita kerugian hak konstitusionalitasnya atas putusan praperadilan Nomor
11/Pid.Pra/2018/PN Bks tanggal 13 Desember 2018, karena berlakunya Pasal 24 UU
Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pemohon, sebagian substansi pasal tersebut
dibatasi oleh suatu peraturan di bawahnya, in casu Peraturan Mahkamah Agung



Nomor 4 Tahun 2016. Akibat adanya pembatasan tersebut Pemohon tidak dapat
mengajukan peninjauan kembali, padahal telah terjadi putusan praperadilan yang
menyimpang secara fundamental dan melanggar fair trial.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU Kekuasaan Kehakiman dan
UU Jabatan Notaris terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan
Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf
a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum (legal standing), menurut Mahkamah Pemohon telah
mampu menjelaskan hubungan kausal antara anggapan adanya kerugian hak
konstitusional dengan berlakunya norma pasal-pasal a quo yang diajukan
permohonan pengujiannya. Sehingga terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya
perihal inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal
79 UU Jabatan Notaris serta Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan
pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun
kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam
Pasal 54 UU MK dimaksud.

Terkait dengan dalil Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 24 UU
Kekuasaan Kehakiman, Permohon dalam permohonannya dan perbaikan
permohonannya tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan
pertentangan antara Undang-Undang a quo dengan UUD 1945 tersebut. Oleh karena
itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami bahwa kewenangan Mahkamah
adalah menguiji konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukan
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap UUD 1945.
Perma 4/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon bukan merupakan
kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Selain itu norma pasal yang menjadi objek
permohonan Pemohon tidak memiliki koherensi dengan alasan permohonan.
Pemohon mempersoalkan larangan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan
praperadilan padahal norma Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur
mengenai pembatasan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan sehingga
dengan demikian secara logika tidak berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon.

Terhadap permohonan untuk membatalkan keseluruhan UU Kekuasaan
Kehakiman, Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan
permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah
(petitum), sehingga menurut Mahkamah maksud dan tujuan Pemohon dalam
pengujian UU Kekuasaan Kehakiman termasuk Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman
menjadi tidak jelas serta tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum
permohonan. Apalagi Pemohon dalam petitumnya mensyaratkan konstitusionalitas
Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 3 ayat (1) Perma. Dengan
demikian permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 24 UU
Kekuasaan Kehakiman dan keseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman adalah kabur
(obscuur).

Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan
atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi
dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa MKN dalam



waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat
permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan
jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Hal ini pun kemudian
ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan, “Dalam hal majelis
kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan
persetujuan.” Dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan
Notaris bersifat redundant, karena secara substansi dianggap Pemohon sama dengan
Pasal 66 ayat (3) adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan
Notaris a quo justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi
kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangannya
untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU
Jabatan Notaris. Terlebih lagi ketentuan pasal a quo dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya,
khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat
rahasia.

Pasal 66 ayat (4) sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang
adil terhadap batas kewenangan MKN memberikan persetujuan bagi penyidik,
penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris ataupun
memeriksa berkas-berkas lain untuk keperluan peradilan sebagaimana dimaksud
Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil
Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan
Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa walaupun Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 75
huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris namun demikian, Mahkamah tidak
menemukan adanya alasan sama sekali khusus mengenai permohonan tersebut yang
berkaitan dengan petitum a quo. Dalam hal ini, Pemohon tidak menguraikan dengan
jelas mengenai alasan yang menjadi dasar mengapa Pemohon beranggapan Pasal
75 huruf a dan Pasal 79 UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945. Dengan
demikian Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan
permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah
(petitum), sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian norma a
quo adalah kabur (obscuur).

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan
dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 75 huruf a dan
Pasal 79 UU Jabatan Notaris serta keseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan
alasan pengujian norma dan Undang-Undang a quo adalah kabur (obscuur).
Sedangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 66
ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076) serta berkenaan dengan Pasal 75 huruf a dan Pasal 79
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5491) tidak dapat diterima.

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



